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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) adalah dokumen 

resmi yang digunakan untuk memberitahukan kepada pihak Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tentang kedatangan kapal 

asing di wilayah perairan Indonesia. Pada tanggal 6 September 2024  terjadi 

proses terlambatnya pengurusan dokumen PKKA pada kapal MV. Chang 

Shun II. Hal ini terjadi karena kurangnya dokumen dari Nakhoda, yaitu 

konfirmasi dari nakhoda terkait Port Of Discharge (POD) dan keterlambatan 

pengiriman Shipping Instruction dari pihak shipper sehingga mengakibatkan 

proses penerbitan PKKA memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya, 

dimana dokumen PKKA harus diterbitkan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas 

dan Angkutan Laut 3 (tiga) hari sebelum kapal datang, namun menjadi 1 

(satu) hari sebelum kapal datang.  

Proses penerbitan PKKA dapat dikatakan ideal apabila berjalan dengan 

lancar dan aman, sehingga perusahaan PT. Riandy Fiesta Samudera harus 

memiliki sistem yang baik dalam menangani kapal asing. Kendala yang 

terjadi pada saat proses penerbitan PKKA dapat menimbulkan kerugian 

karena meningkatnya biaya operasional. Hal ini juga dapat mempengaruhi 

reputasi perusahaan dimata pengguna jasa. PKKA merupakan prosedur 

penting dalam dunia maritim di Indonesia. Prosedur ini melibatkan banyak 

pihak mulai dari agen kapal yang berperan dalam mengurus kebutuhan kapal 
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selama di pelabuhan, Otoritas Pelabuhan sebagai petugas yang mengawasi 

kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial, Kantor Bea Dan 

Cukai yang mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar Negara 

Indonesia, Kantor Imigrasi berperan sebagai tempat pemeriksaan passport 

untuk kru kapal asing yang masuk dan keluar wilayah negara Indonesia, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas mencegah keluar dan masuknya 

penyakit dan masalah kesehatan pada kru kapal dan penumpang kapal, serta 

pengelolaan kesehatan lingkungan di pelabuhan. Vessel Traffic Service (VTS) 

memiliki peran penting dalam keselamatan pelayaran, efisiensi navigasi dan 

perlindungan lingkungan laut, Badan Usaha Pelabuhan merupakan penyedia 

pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. Syahbandar sebagai petugas 

pengawasan dalam memastikan kelaiklautan kapal untuk meciptakan 

keselamatan dan keamanan pelayaran.  

Proses penerbitan PKKA memerlukan komunikasi yang baik antara  PT. 

Riandy Fiesta Samudera dan pihak shipper. Kelancaran operasional kapal 

dipengaruhi oleh efektifitas komunikasi. Dokumen PKKA berisi tentang  data 

kapal, data pelayaran, data muatan, data agen dan dokumen pendukung 

seperti crew list. Kapal asing yang sedang melaksanakan kegiatan di wilayah 

pelabuhan Indonesia harus memiliki dokumen PKKA yang diterbitkan oleh 

perusahaan pelayaran.  

PT. Riandy Fiesta Samudera memiliki peran yang sangat strategis, dalam 

menfasilitasi komunikasi antara pemilik kapal (ship owner), Otoritas 

Pelabuhan, Bea Dan Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan 
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Usaha Pelabuhan dan Syahbandar yang bertujuan untuk menyelesaikan 

masalah yang muncul dan memastikan kapal dapat beroperasi dengan lancar 

dalam kegiatan bongkar muat di perairan Indonesia. PT. Riandy Fiesta 

Samudera sebagai jembatan komunikasi untuk mempercepat proses 

adminitrasi sehingga dapat mencegah potensi kendala yang dapat 

menghambat kegitan operasional kapal. PT. Riandy Fiesta Samudera sebagai 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha keagenan umum 

(general agent) bertanggung  jawab  memastikan  bahwa semua  data kapal,  

seperti indentitas kapal, tujuan  pelayaran, dan kepatuhan terhadap regulasi 

yang ada lengkap dan benar. PT. Riandy Fiesta Samudera berperan sangat 

penting dalam industri jasa keagenan kapal terutama, dalam kegiatan 

pengurusan dokumen kapal asing. PT. Riandy Fiesta Samudera bertanggung 

jawab atas proses penerbitan PKKA MV. Chang Shun II. 

MV. Chang Shun II merupakan kapal curah (Bulk carrier) berbendera 

Panama. Kapal ini dirancang untuk  mengangkut  muatan  curah  kering  yang 

diageni olah PT. Riandy  Fiesta Samudera. Keberadaan kapal MV. Chang 

Shun II sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut yang 

aman dan efisien, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas 

perdagangan internasional yang membawa muatan curah kering batu bara 

dari Indonesia ke Singapura.  

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing, PKKA merupakan perizinan usaha 

yang diberikan kepada perusahaaan angkutan laut nasional yang 
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mengopersikan kapal asing di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan 

kegitan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang atau 

barang. Kapal asing diizinkan untuk beroperasi di perairan Indonesia jika 

kapal Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan. Operator kapal asing 

yang beroperasi di Indonesia  harus memperoleh izin atau surat persetujuan 

dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar dapat dipastikan kapal asing 

yang beroperasi di perairan Indonesia memenuhi standar keselamatan, 

kelayakan dan regulasi yang berlaku. 

Undang-Undang Nomer 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 1 

menetapkan bahwasanya kapal asing adalah kapal yang berbendera selain 

bendera Indonesia yang tidak terdaftar dalam kapal Indonesia. Pasal 8 

menetapkan  bahwa kapal asing tidak diizinkan  mengangkut  penumpang 

dan barang antar pulau atau antar  pelabuhan di perairan Indonesia, sehingga 

kapal asing yang diperbolehkan masuk ke perairan Indonesia  harus  mentaati 

dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan harus melengkapi 

persyaratan dan dokumen kapal yang telah ditentukan. Persyaratan yang  

harus dilengkapi oleh perusahaan pelayaran dalam perizinan kapal asing 

adalah dokumen identitas kapal, dokumen PKKA, cargo manifest, data kru, 

dan dokumen keamanan. Semua keperluan yang dibutuhkan oleh  kapal 

asing, seperti pengurusan dokumen dan sertifikat kapal ditangani oleh 

perusahaan pelayaran yang menyediakan pelayanan keagenan kapal. Agen 

juga harus mempersiapkan fasilitas apa saja yang dibutuhkan kapal sejak 

masuk  pelabuhan  hingga  kapal  berangkat  dari  pelabuhan. PKKA adalah 
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perizinan bagi kapal untuk melakukan kegiatan di pelabuhan. Pengurusan 

PKKA dapat dibuat secara online melalui website Sistem Manajemen Lalu 

Lintas Angkutan Laut (SIMLALA) Kementrian perhubungan. Penggunaan 

website ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga  

memudahkan pemantauan proses pelayanan kapal asing untuk dapat 

mewujudkan layanan secara transparan dan efisien. Fungsi dari SIMLALA 

ini untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kapal asing yang akan 

memasuki pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia (Ginting, 2024). 

Perkembangan teknologi dibutuhkan dalam memudahkan kegitan 

pelayana jasa kapal di pelabuhan. Perkembangan teknologi ini terus 

dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelayanan di 

pelabuhan dalam menunjang kegiatan ekspor dan impor. Pelabuhan 

merupakan objek yang menjadi pintu gerbang perekonomian Indonesia. 

Banyaknya kegitan di pelabuhan yang terintegrasi dengan baik akan 

meningkatkan efisiensi operasional kapal, mempercepat proses bongkar muat 

dan serta informasi dapat diperoleh dengan lebih lancar. Hal ini mendukung 

pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, serta meningkatkan daya saing 

pelabuhan di tingkat internasional. Pengurusan PKKA yang terintegrasi 

secara online dengan berbagai instansi lainnya membuat penerbitan PKKA 

menjadi lebih efisian. Keterlambatan penerbitan dokumen PKKA bisa 

berdampak signifikan terhadap jadwal kedatangan kapal dan keberangkan 

kapal serta mempengaruhi biaya operasional kapal. Peran aktif dan 

profesionalisme PT. Riandy Fiesta Samudera dalam menagani setiap aspek 
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terkait operasional kapal sangatlah krusial untuk menciptakan lingkungan 

pelabuhan yang konduksif dan produktif. 

Setiap kapal asing yang sedang melaksanakan kegiatan di wilayah 

pelabuhan Indonesia harus miliki persetujuan keagenan kapal asing yang 

ditunjukan oleh PT. Riandy Fiesta Samudera. Persetujuan keagenan kapal 

asing diatur dalam pasal 5 ayat 2  Keputusan Menteri Nomer 33 Tahun 2001 

tentang Penggunaan Kapal Asing Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri 

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 bahwasannya penyelenggara 

angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut 

dengan melaksakan perjanjian sewa atau charter yang dioperasikan secara 

nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional sehingga semua kapal asing 

yang akan memasuki perairan Indonesia wajib memiliki dokumen PKKA. 

Dokumen tersebut juga berfungsi untuk menjamin bahwa semua persyaratan 

hukum dan keselamatan telah dipenuhi agar dapat melindungi kepentingan 

nasional serta memastikan kelancaran operasional di pelabuhan. Berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengambil judul “Proses 

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) MV. 

Chang Shun II Oleh PT. Riandy Fiesta Samudera ” 

B. Fokus Penelitian  

Menurut Nurdin (2019) fokus penelitian merupakan inti dari hasil 

pengalaman peneliti sendiri atau dapat juga berasal dari observasi yang 

didasarkan pada studi literatur ilmiah, wawancara dengan pihak terkait, dan 

penelitian lapangan. Fokus pada penelitian ini adalah untuk memberikan 
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gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai proses penerbitan Surat 

PKKA MV. Chang Shun oleh PT. Riandy Fiesta Samudera.  

C. Rumusan Masalah  

Menurut Sugiyono (2022:94), rumusan masalah merupakan panduan 

bagi peneliti untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi yang diperlukan. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah memandu peneliti untuk 

menganalisis data tentang hal-hal yang menjadi perhatian utama yang ingin 

dipecahkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana prosedur penerbitan PKKA MV. Chang Shun II oleh PT. 

Riandy Fiesta Samudera? 

2. Apa dampak dari kerterlambatan proses penerbitan PKKA MV. Chang 

Shun II oleh PT. Riandy Fiesta Samudera? 

3. Apa upaya yang dilakukan PT. Riandy Fiesta Samudera agar proses 

penerbitan PKKA MV. Chang Shun II berjalan dengan lancar? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan  PKKA MV. Chang Shun II oleh 

PT. Riandy Fiesta Samudera. 

2. Untuk menjelaskan dampak dari keterlambatan proses penerbitan PKKA 

MV. Chang Shun II oleh PT. Riandy Fiesta Samudera. 
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3. Untuk menguraikan upaya yang dilakukan oleh PT. Riandy Fiesta 

Samudera agar proses penerbitan dokumen PKKA berjalan dengan 

lancar.  

E. Manfaat Hasil Penelitian  

Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menambah 

wawasan bagi para pembaca di instansi pendidikan khususnya 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tentang proses penerbitan 

PKKA oleh perusahaan keagenan kapal.  

b. Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang 

logistik dan transportasi maritim khususnya mengenai proses 

penerbitan PKKA. 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjuan atau acuan bagi PT. 

Riandy Fiesta Samudera dalam pelaksanaan penerbitan PKKA 

supaya tidak terjadi keterlambatan di kemudian hari.  

b. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi Person In Charge (PIC) 

di PT. Riandy Fiesta Samudera tentang proses penerbitan PKKA. 

Agar keterlambatan tidak terjadi di kemudian  hari.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Proses  

Menurut Mulyasa (2021) proses adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil belajar atau tujuan 

pendidikan. Proses berfungsi untuk mengatur aktivitas pembelajaran 

yang efektif, efesien, sesuai kurikulum dengan tujuan agar mencapai 

hasil belajar yang optimal dan pengembangan kompetensi peserta didik. 

Proses merupakan rangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk 

mengubah input menjadi output secara efesien dan efektif yang berfungsi 

sebagai alat untuk mengelola sumber daya manusia dalam mencapai 

target kerja agar menghasilkan jasa yang berkualitas dengan efesien 

tinggi dalam bisnis (Wibowo, 2022). Menurut peneliti proses adalah 

pedoman kerja yang terstruktur agar setiap aktivitas dapat dilakukan 

secara efesien, terarah dan terukur untuk menghasilkan pemahaman yang 

mendalam.  

2. Penerbitan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerbitan 

merupakan sebuah proses atau cara menghasilkan sesuatu untuk 

diedarkan seperti surat, buku dan sebagainya. Penerbitan adalah proses 

yang melibatkan penyiapan, peduksi dan distribusi suatu karya tertulis 

untuk disebarkan kepada masyakat. Penerbitan berfungsi untuk jembatan 
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komunkasi anatara penulis dan pembaca melalui media yang sah agar 

menyebarluaskan ide, ilmu pengetahuan, dan budaya secara luas dan 

berkelanjutan (Nurhadi &Yuliana, 2019). Menurut Wibowo (2022) 

penerbitan proses sestemtis untuk memproduksi dan menyebar luaskan 

suatu dokumen atau karya agar dapat digunakan oleh publik atau instansi 

tertentu untuk menyampaikan informasi secara resmi. Peneliti 

menyimpukan bahwa penerbitan adalah proses yang melibatkan 

penyiapan dan produksi suatu karya tertulis atau dokumen agar dapat di 

akses masyarakat atau instansi terkait  

3. Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) 

Surat PKKA adalah dokumen resmi yang digunakan untuk 

memberitahukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 

tentang kedatangan kapal asing yang ingin memasuki wilayah perairan 

Indonesia. Dokumen PKKA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Surat 

ini berguna ketika pihak agen, baik itu general agent, cabang agen, dan 

local agent yang bertugas mengageni kapal asing di pelabuhan 

Indonesia. Proses ini melibatkan koordinasi yang erat antara pihak 

operator kapal, agen kapal dan Kantor Kesyahbandar dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) sebelum kapal asing singgah di pelabuhan. PT. 

Riandy Fiesta Samudera sebagai agen pelayaran yang menangani 

kedatangan kapal asing memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

proses administrasi berjalan sesuai dengan regulasi internasional dan 

nasional. PKKA berfungsi sebagai: 
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a. Pemberitahuan resmi kepada pihak Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, 

dan Bea Cukai, mengenai kedatangan kapal asing di pelabuhan.  

b. Menginformasikan kebutuhan layanan di pelabuhan, seperti bongkar 

muat, bunker, makanan dan minuman, serta peralatan keselamatan.  

c. Membantu Otoritas Pelabuhan memastikan kepatuhan terhadap 

regulasi keamanan dan keselamatan pelayaran. 

Penerbitan PKKA membutuhkan waktu 1-2 hari pada saat jam kerja 

sehingga sebaiknya dilakukan pengajuan pembuatan PKKA oleh agen 

sekitar 7 (tujuh) hari sebelum kapal asing tiba di pelabuhan. PKKA 

memiliki masa berlaku 10 hari dari masa dibuatnya. Proses ini dilakukan 

oleh agen umum (general agent) yang bertanggung jawab atas 

pengurusan kapal asing dan didukung dengan Sistem Informasi 

Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Aplikasi 

SIMLALA merupakan suatu aplikasi khusus yang digunakan untuk 

menyediakan pelayanan publik online terkait dengan pelayanan kapal di 

perusahaan pelayaran. Aplikasi SIMLALA berbasis website berfungsi 

sebagai platform pengajuan permohonan izin pelayanan publik angkutan 

laut secara online. Hal ini dapat memudahkan proses permohonan 

layanan publik sehingga mampu menberikan layanan publik yang 

standar dan transparan. Aplikasi ini mengelola proses permohonan izin 

dengan efektif dan efisien. Berikut adalah tampilan login dari aplikasi 

SIMLALA: 
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Sumber: https://simlala.dephub.go.id/ 

Gambar 2. 1 Tampilan Depan SIMLALA, 2023 

PT. Riandy Fiesta Samudera mengakases melalui website 

https://simlala.dephub.go.id/ dan memiliki akun yang sudah terdaftar 

agar dapat mengakses tahap selanjutnya, kemudian klik login dan akan 

masuk ke dalam beranda yang merupakan tampilan utama dilanjutkan 

proses pengajuan permohonan PKKA. Sebelum mengajukan 

permohonan PKKA, PT. Riandy Fiesta Samudera terlebih dahulu harus 

mempersiapkan sertifikat dan dokumen yang diperlukan berkaitan 

dengan sistem SIMLALA tersebut. Dokumen PKKA dapat diterbitkan 

dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kapal. Syarat-

syarat untuk mengajukan PKKA yang harus dilengkapi oleh pihak agen 

untuk melakukan permohonan melalui website SIMLALA adalah:  

a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut/ Surat Izin 

Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPAL/SIUPKK) 

Dokumen izin usaha yang di berikan kepada perusahaan yang 

bergerak dibidang pelayaran atau keagenan kapal. 

https://simlala.dephub.go.id/
https://simlala.dephub.go.id/
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b. Surat permohonan PKKA dari perusahaan agency  

Surat resmi yang di ajukan oleh perusahaan agen kapal kepada 

otoritas pelabuhan untuk mendapatkan izin keagenan bagi kapal 

asing yang akan beroperasi diperairan Indonesia. 

c. Fotocopy Letter Of Appointment dari ship owner  

Surat penunjukan bagi pemilik kapal yang menyatakan bahwa PT. 

Riandy Fiesta Samudera ditunjuk sebagai agen kapal selama berada 

di wilayah Indonesia.  

d. Ship particulars atau spesifikasi kapal  

Dokumen yang berisi informasi detail mengenai kapal seperti nama 

kapal, momor IMO, ukuran, kapasitas kapal jenis kapal dan 

informasi terkait mesin.  

e. Fotocopy Certificate Of Classification 

Sertifikat yang menunjukan keterlibatan class dalam pembuatan 

kapal tersebut. Kapal sudah harus berstandarisasi oleh class saat 

memiliki sertifikat ini. 

f. Fotocopy Certificate Of Register  

Sertifikat yang menunjukan kebangsaan kapal. Dokumen ini 

dibutuhkan berdasarkan peraturan lokal setiap negara.   

g. Crew List (dengan update no pelaut) 

Daftar lengkap awak kapal yang bertugas di kapal termasuk nama, 

jabatan, kewarganegaraan dan nomor identitas pelaut yang telah 

diperbarui.  
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h. Company Security Officer (CSO)  

Company Security Officer yaitu orang yang ditunjuk oleh 

perusahaan untuk bertanggung jawab atas penerapan kebijakan 

keamanan kapal  

i. Fotocopy Certificate Of Tonnage  

Sertifikat ukuran kapal berdasarka tonase kotor (gross tonnage) dan 

tonase bersih (net tonnage) yang digunakan untuk berbagai 

keperluan adminitratif dan operasional.  

j. Ship Security Officer (SSO) 

Ship Security Officer adalah seseorang yang bekerja di atas kapal 

sebagai penanggung jawab keamanan di atas kapal termasuk 

pelaksanaan dan pemeliharaan rencana keamanan kapal yang 

mengkoodinasikan dengan perwira keamanan perusahaan  

k. Shipping instruction dari shipper  

Intruksi pengiriman dari pemilik barang (shipper) kepada 

perusahaan pengangkukan yang berisi detail pengiriman seperti 

jenis barang, rute, tujuan, dan prosedur yang harus diikuti selama 

proses pengiriman. 

l. Fotocopy ET-Batubara  

Dokumen terkait ekspor atau transportasi batubara yang 

menunjukan izin dalam kegiatan pengiriman batubara melalui jalur 

laut. 
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m. Fotocopy International Ship Security Certificate (ISSC) 

ISSC merupakan sertifikat keamanan kapal internasional, untuk 

mengetahui bahwa kapal tersebut sudah aman atau belum agar 

sebuah kapal dapat berlayar. 

Surat atau Dokumen PKKA merupakan dokumen yang harus 

dimiliki oleh setiap kapal asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. 

Isi dokumen PKKA adalah sebagai berikut: 

a. Nomor dan tanggal PKKA 

Menurut Anwar (2023) nomor dan tanggal pada PKKA 

merupakan salah satu elemen penting dalam penulisan surat resmi 

yang digunakan untuk mempermudah mengelompokan, pencarian 

dan penelusuran dokumen dalam suatu organisasi. Nomor surat 

terdiri atas kode tertentu yang mencerminkan jenis surat, unit 

pengirim, tanggal, dan nomor urut. Fungsi utama dari nomor surat 

adalah memberikan identitas unik pada setiap surat hingga dapat 

membedakan satu surat dengan surat yang lainnya serta memastikan 

efisien administrasi dan mendukung pengelolaan arsip penomoran 

surat yang sistematik juga menjadi indikator profesional organisasi 

dalam komunikasi secara resmi.  

b. Identitas kapal 

Identitas merupakan dokumen kapal yang berisi rincian data atau 

informasi umum mengenai kapal, seperti nama dari sebuah kapal, 

nomor registrasi, bendera kapal, IMO number, ukuran (dead weight 
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tonnage dan gross tonnage), dan house power atau kapasitas mesin. 

Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk 

keperluan administrasi operasional serta kepatuhan terhadap 

peraturan maritime international. Identitas kapal merupakan 

informasi penting yang digunakan tidak hanya untuk navigasi tetapi 

juga dalam proses pelacakan, inspeksi keselamatan dan pemantauan 

oleh Otoritas Pelabuhan.  

c. Owner atau principle 

Menurut Tawaris, (2021) owner (pemilik kapal) diartikan 

sebagai perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab atas 

operasional kapal. Owner memberikan Notice Of Arrival atau Pre-

Arrival Notification kepada agen pelabuhan di pelabuhan tujuan. 

Pemberitahuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan layanan 

pelabuhan, seperti perizinan, fasilitas sandar, bongkar muat, serta 

koordinasi dengan Otoritas Pelabuhan untuk memastikan kelancaran 

proses kedatangan dan keberangkatan kapal.  

d. Trayek kapal  

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun (2008) tentang 

Pelayaran pasal 1 ayat 6, trayek kapal merupakan rute atau lintasan 

pelayaran angkutan laut baik penumpang atau barang dari suatu 

pelabuhan ke pelabuhan selanjutnya. Rute kapal dibagi menjadi dua, 

yaitu tramper dan liner. Tramper adalah kapal dengan tujuan, rute, 

dan jadwal yang tidak tetap atau melayani rute bervariasi tergantung 

pada permintaan muatan, sedangkan liner adalah kapal yang 
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memiliki tujuan pelayaran dengan jadwal yang tetap berdasarkan 

tarif yang telah ditentukan. Liner melakukan pelayaran secara 

teratur dan memiliki rute yang pasti, sehingga mempermudah 

penumpang dan pengirim barang untuk merencanakan dan mengatur 

kegiatan di pelabuhan (Pratistha, 2020). 

e. ETA (Estimated Of Arrival) dan ETD (Estimated Of Departure)  

ETA adalah perkiraan waktu kedatangan barang dan kapal di 

tujuan akhir atau di pelabuhan. Estimasi ini sangat penting dalam 

perencanaan pengelolaan logistik dan rantai pasok agar semua pihak 

terkait, seperti agen, pemilik barang, dan Syahbandar dapat 

mempersiapkan proses bongkar muat, sandar dan layanan lainnya 

dengan lebih efisien. ETD adalah perkiraan waktu keberangkatan 

barang dan kapal dari lokasi asal. ETD digunakan untuk 

menentukan jadwal pengiriman, koordinasi dengan Syahbandar 

serta memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur telah 

diselesaikan sebelum keberangkatan kapal dan barang.  

f. Tujuan kedatangan kapal  

Tujuan kedatangan kapal asing di pelabuhan dalam kegiatan 

perdagangan internasional seperti bongkar muat untuk memastikan 

kelancaran distribusi barang serta mendukung pertumbuhan 

ekonomi global. Aktivitas kapal asing di pelabuhan seperti 

perencanaan muatan, pengaturan logistik serta koordinasi dengan 

agen untuk memastikan proses berjalan lancar. Dokumen ini 

diterbitkan pihak Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (DITLALA) 
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guna mempermudah aktivitas kapal dan pengelola kapal serta 

memastikan bahwa kapal tersebut dinyatakan layak untuk beroperasi 

di perairan Indonesia. Dokumen ini juga membantu meningkatkan 

keselamatan dan efisien dalam operasional kapal.   

4. Keagenan kapal   

a. Definisi keagenan kapal  

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 65 tahun 

(2019) tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, 

keagenan kapal merupakan layanan jasa yang diberikan oleh agen 

kapal untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional dan 

perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia. 

Keagenan kapal adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran lain di Indonesia 

atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri (principal) untuk 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal. 

Principal merupakan kapal milik atau kapal sewa yang dioperasikan 

oleh pemilik kapal sehingga owner atau principal harus 

memanfaatkan secara maksimal fungsi dari perwakilan atau agen 

yang telah mereka tunjuk dangan dasar hubungan profesional secara 

umum  dalam pengurusan kepentingan kapal di pelabuhan.  

Menurut Prasetiawan (2024) agen pelayaran mempunyai tugas 

menangani semua kebutuhan kapal selama kapal berada di 

pelabuhan. Hal ini dimaksudkan agar selama kapal berada di 
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pelabuhan tidak mengalami hambatan atau kendala, sehingga dapat 

beroperasi dengan lancar dan efisien. Tugas-tugas pokok keagenan 

kapal adalah sebagai berikut:  

1) Memonitoring perkembangan muatan kapal  

Proses pengawasan dan pengendalian muatan kapal secara terus 

menerus dilakukan untuk memastikan keselamatan, efisiensi, 

dan keamanan operasional kapal.  

2) Mengurus kebutuhan awak kapal 

Proses ini memastikan bahwa awak kapal memiliki semua 

kebutuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan aman dan 

efektif.  

3) Pengurusan bongkar muat barang 

Pengelolaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat dari kapal 

tongkang ke mother vessel menggunakan sistem ship to ship. 

4) Mengurus clearance in dan clearance out kapal di pelabuhan 

Proses pengajuan dan pengurusan dokumen kapal melibatkan 

beberapa tahap dan pihak-pihak terkait, antara lain KSOP, Bea 

Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Imigrasi.  

5) Mengurus kebutuhan kapal (seperti bunker, fresh water, dan 

lain-lain). 

Proses pengelolaan dan pengadaan kebutuhan dasar untuk dapat 

beroperasi dengan aman dan efisien. Proses ini bertujuan untuk 

memastikan kebutuhan kapal terpenuhi. 
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Jenis perusahaan keagenan kapal menurut Heru & Firmansyah 

(2019) yaitu general agent, sub-agent dan cabang agen.  

1) General agent atau agen umum  

General agent adalah perusahaan pelayaran nasional yang 

ditunjuk oleh perusahaan asing untuk melayani kapal milik, 

kapal sewa, atau kapal yang sedang dioperasikan oleh 

perusahaan kapal asing tersebut selama berlayar dan singgah di 

pelabuhan Indonesia. Tugas general agent sebagai berikut:  

a) Memastikan proses pembongkaran dan pemuatan di atas 

kapal dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan bongkar 

muat  

b) Mengumpulkan disbursement pengeluaran kapal berada di 

pelabuhan. Disbursement adalah biaya sebuah kapal 

selama di pelabuhan hingga berangkat atau mencatat 

semua pengeluaran kapal selama berkegiatan di pelabuhan.  

c) Penunjukan sub-agent atau cabang agen untuk 

melaksanakan tugas di pelabuhan karena tidak hanya 

dilakukan general agent sendiri, tetapi juga dengan 

bantuan dari cabang atau sub agent sebagai agennya.  

2) Sub-Agent  

Sub-agent adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh 

general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di 
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pelabuhan tertentu. Sub agent berfungsi sebagai wakil dari 

general agent di pelabuhan. Tugas sub agent dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

a) Pelayanan kapal (ship husbanding), merupakan pelayanan 

ABK, perbaikan kapal, pemeliharaan kapal, dan berbagai 

layanan lainnya yang terkait di pelabuhan tertentu.  

b) Cargo operation, merupakan pengurusan bongkar dan 

muat stowage lashing dan dokumen muatan. 

3) Cabang Agen  

Cabang agen adalah cabang dari general agent di 

pelabuhan tertentu, untuk mendukung peningkatan kunjungan 

kapal yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar 

provinsi atau internasional. Tugas cabang agen atau local agent 

antara lain: 

a) Mewakili perusahaan setiap daerah masing-masing. 

b) Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani 

kapal di pelabuhan. 

5. Kapal  

Menurut Suryaningsih (2024) Kapal adalah kendaraan pengangkut 

penumpang dan barang di laut. Kapal memiliki ukuran yang memadai 

untuk membawa perahu kecil, seperti sekoci. Menurut Undang-Undang 

nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air 

dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, 
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tenaga mekanik, energi lainya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan 

yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat 

apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah. Kapal 

merupakan sarana utama transportasi yang berperan penting dalam dunia 

perdagangan domestik dan internasional (Marliani Tineke Tawaris, 

2021). Kapal dapat diartikan sebagai kendaraan air yang dapat 

berpindah-pindah dan berfungsi untuk mengangkut penumpang atau 

barang melalui jalur laut.  

Jenis kapal berdasarkan status bendera terbagi menjadi dua, yaitu 

kapal yang berbendera asing dan kapal yang berbendera lokal atau 

domestik.  

a. Kapal asing  

Kapal asing adalah kapal yang bendera selain bendera 

Indonesia dan tidak terdaftar dalam kapal Indonesia. Ketentuan ini 

tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun (2008) tentang 

Pelayaran. Setiap kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia 

memerlukan penanganan khusus dalam proses pelayanan 

kedatangan kapal.  

b. Kapal Domestik  

Kapal domestik merupakan kapal yang beroperasikan di dalam 

negeri yang telah ditentukan trayek atau jaringan pelayarannya 

dalam wilayah negara Indonesia. Kapal domestik beroperasi dengan 

kecepatan minimal 7 knot, apabila kecepatanya tidak sesuai maka 
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akan menimbulkan ketidak sesuaian dengan kedatangan kapal pada 

pelabuhan yang dituju.    

B. Kerangka Penelitian 

Kerangka pikir adalah konsep penelitian yang menggambarkan variabel 

yang terperinci dan sistematik. Tujuan dibuatnya kerangka penelitian adalah 

sebagai panduan untuk membantu peneliti dalam merancang, melaksanakan 

dan melaporkan penelitian agar lebih terarah dan sistematik. Berikut adalah 

bagan kerangka pikir penelitian ini:  



24 

 

 
 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Prosedur penerbitan PKKA MV. Chang Shun II dimulai dari staf divisi 

operasional PT. Riandy Fiesta Samudera login ke website SIMLALA, 

mengisi permohonan dan data pendaftaran PKKA. Data `tersebut 

disimpan dan diverifikasi oleh petugas KSOP kemudian muncul invoice 

yang harus dibayarkan. Dokumen PKKA bisa dicetak untuk digunakan.   

2. Dampak dari keterlambatan proses penerbitan PKKA MV.Chang Shun II 

oleh PT. Riandy Fiesta Samudera adalah kegiatan bongkat muat tertunda, 

biaya opersional kapal meningkat, menurunnya kualitas komoditas yang 

diangkut,  menurunnya reputasi agen kapal.   

3. Upaya yang dilakukan PT. Riandy Fiesta Samudera agar penerbitan 

PKKA berjalan lancar adalah staff divisi operasional melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen secara lebih teliti, melakukan 

koodinasi dengan pihak petugas cabang agen dan pemilik kapal atau 

principal, melakukan pemantauan aplikasi SIMLALA secara berkala, 

membuat jadwal pengajaun PKKA, melakukan pelatihan internal pada 

staf divisi operasional. 

B. Keterbatasan Penelitian  

1. Keterbatasan waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian terbatas karena hanya dilakukan selama 12 

bulan. Akibatnya peneliti tidak dapat mengamati dinamika atau perubahan 

yang terjadi secara menyeluruh dalam prosedur penerbitan PKKA. 
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2. Keterbatasan tempat    

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. Riandy Fiesta Samudera tanpa 

peneliti terlibat langsung di kantor cabang agen. Akibatnya pengamatan 

hanya terbatas pada kegiatan administrasi dan prosedur yang berlangsung 

di tingkat pusat tanpa mengetahui secara langsung pelaksanaan atau 

kendala teknis yang terjadi di lapangan.  

C. Saran  

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyusun 

beberapa saran sehingga dapat memberikan kontribusi positif PT. Riandy 

Fiesta Samudera, diantaranya: 

1. PT. Riandy Fiesta samudera sebaiknya mulai mengumpulkan dokumen 

dan melakukan koordinasi dengan principal, Nahkoda dan shipper 

minimal 7 hari sebelum kapal tiba untuk memastikan seluruh persyaratan 

administrasi dan operasional terpenuhi tepat waktu serta menghindari 

keterlambatan dalam proses permohonan PKKA 

2. PT. Riandy Fiesta Samudera sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam 

proses penginputan data dan dokumen saat mengajukan permohonan 

PKKA agar tidak terjadi penolakan oleh sistem dan keterlambatan dalam 

proses verifikasi oleh KSOP sehingga proses perizinan dapat berjalan 

efesien dan opersional kapal tidak terganggu  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Wawancara Informan 1 

Nama   : Ibu Sintia Nurma 

Jabatan  : Staff Divisi Operasional  

Peneliti   : Selamat sore ibu, mohon maaf ibu mengganggu waktunya sebentar izin 

bertanya terkait penerbitan PKKA  

Bu sintia : Iya selamat sore? 

Peneliti : Izin bertanya bu terkait langkah-langakah proses penerbitan PKKA? 

Bu sintia: Ibu akan jelaskan langkah proses pengajuan pkka, sebagai agen yang 

sudah ditunjuk oleh shipper maka agen wajib mengumpukan 

dokumen-dokumen yang sudah dikirim ke email untuk melengkapi 

surat mengajukan pkka. selanjutnya, agan memberitahu kepada 

otoritas pelabuhan mengenai kedatangan kapal asing melalui system 

online simalala dengan menginput dokumen pengajuan pkka yang 

telah di siapkan tadi selanjutnya akan di verifikasi oleh pihak otoritas 

pelabuhan dan memastikan kapal tersebut memenuhi syarat 

daministratif jika tidaksesuai maka ada pemberitahuan dengan tanda 

merah setalah di verifikasi oleh otoritas pelabuhan maka muncullah 

invoice dilanjutkan dengan melakukan pembayaran maka terbitlah 

PKKA  

Peneliti  : Izin ibu terkait dokumen, apa saja dokumen yang harus diperisiapakan 

untuk pengajuan PKKA?  



 

     
 

Bu sintia: Dokumen yang diperlukan pada saat proses penerbitan PKKA itu ada 

beberapa dokuman kapal shop antara lain daftar kru kapal dan paspor, 

surat permohonan dari agen, sertifikat kapal, surat pernyataan 

keagenan jadwal kedatang dan keberangkatan kapal dan dokumen 

tambahan lainnya.  

Peneliti : Apa kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan PKKA bu? 

Bu sintia: Beberapa kendala umum yang terjadi yaitu dalam kesalahan dalam 

pengisiaan data, kurangnya dokumen- dokumen kapal, dan gangguan 

system SIMLALA. 

Peneliti : Apa dampak pada keterlamabatan dalam proses penerbitan PKKA bu ? 

Bu sintia: Ibu akan jelasin dampak dari keterlambat proses penerbitan PKKA, 

kapal tersebut kerugian waktu yang mengganggu jadwal pengiriman 

batu bara, tidak dapat sandar sesuai jadwal sandar, meningkat resiko 

kerusakan barang, dan tertundanya proses kegiatan bongkar muat.  

Peneliti : Kenapa bisa meningkatkan resiko kerusakan barang bu? 

Bu sintia: Karena  batu bara merupakan komoditas yang sensitif terhadap waktu 

dan cuaca  

Peneliti  : Apa upaya yang dilakukan PT. Riandy Fiesta Samudera agar proses 

penerbitan PKKA berjalan lancar?  

Bu sintia: Beberapa upaya yang dilakukan pada proses penerbitan PKKA agar 

berjalan dengan lancar perusahaan memastikan dokumen yang 

diperlukan lengkap sebelum diajukan, menjalin komunikasi dengan 

petugas cabang, memantau aktif website SIMLALA  



 

     
 

Peneliti  : Baik bu terimaksih atas waktunya, selamat sore bu 

  



 

     
 

Lampiran 2  Wawancara Informan 2 

Nama   : Bapak Slamet 

Jabatan  : Manager Operasional  

Peneliti : Selamat pagi pak Slamet 

Pak Slamet : Selamat pagi dek 

Peneliti : Izin pak boleh minta waktunya sebentar pak terkait PKKA?  

Pak Slamet : Boleh dek, apa yang ingin kamu tanyakan dek? 

Peneliti : Izin bertanya pak terkait bagaimana prosedur penerbitan PKKA di  

   PT. Riandy Fiesta Samudera? 

Pak Slamet :Proses penerbitan PKKA dimulai pemilik kapal menujuk PT. Riandy 

Fiesta Samudera sebagi perwakilan pengurusan dokumen kedtangan 

kapal asing, dilanjukan pengumpulan dokumen-dokumen kapal dari 

Nahkoda, pengecekan dokokumen oleh staf divisi operasional dalam 

pengunggahan di wesite SIMLALA, kemudian dilanjutkan 

pemeriksaan dokumen oleh KSOP, Bea Cukai, Krantina dan Imigrasi, 

setelah itu terbitlah PKKA  

Peneliti : Apa dampak dari keterlambatan PKKA pak? 

Pak Slamet : Keterlambatan penerbitan PKKA dapat menyebabkan terhambatnya 

proses kegiatan bongkar muat, penundaan layanan pelabuhan, 

reputasi perusahaan keagenan 

Peneliti : Apa upaya yang dilakukan agar proses penerbitan PKKA berjalan 

   lancar? 



 

     
 

Pak Slamet : Upaya yang dilakukan adalah mangetur jadwal pengajuan dokumen 

jauh sebelum kapal tiba, melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen, mengadakan pelatihan internal bagi staf divisi operasional 

mampu bekerja dengan efektif 

Peneliti : Baik, terimakasih saya izin kembali pak 

Pak Slamet :  Iya, sama-sama dek  

  



 

     
 

Lampiran 3 Wawancara Informan 3 

Nama   : Pak Santoso 

Jabatan  : Petugas Cabang Agen  

Peneliti  : Selamat pagi pak, apa kabar bapak ? 

Petugas cabang agen : Selamat pagi dek , alhamdulilah baik  

Peneliti   : Izin bertanya terkait kedangan kapal asing pak 

Petugas cabang agen : Boleh, apa yang kamu tanyakan dek ? 

Peneliti : Izin pak bagaimana pengalaman bapak dalam pengurusan 

   PKKA untuk kapal asing ? 

Petugas cabang agen : Menurut saya, pengurusan PKKA memerlukan ketelitian,  

komunikasi yang baik dengan pihak general agent, serta 

pemahaman terkait regulasi maritime untuk memastikan 

proses kedatangan kapal berjalan dengan lancar. 

Peneliti   : Izin pak  apa kedala yang dihadapi pada saat proses 

     penerbitan PKKA? 

Petugas cabang agen : Kendala yang dihadapi keterlambtan penerimaan 

dokumen, ketidaksesuain data dokumen, dan sistem 

SIMLALA Tidak stabil 

Peneliti   : Apa dampak keterlambatan PKKA terhadap operasional 

     kapal? 

Petugas cabang agen : Dampak keterlambatan PKKA adalah kegitan bongkar 

muat menjadi tertunda, menimbulkan biaya tambahan yang 



 

     
 

timbul akibat alat bongkar muat dan Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM), mempengaruhi reputasi agen kapal. 

Peneliti   : Kenapa menimbulkan biaya tambahan yang timbul akibat 

     alat bongkar muat dan Tenaga Kerja Bongkar Muat  

     (TKBM). 

Petugas cabang agen : Karena TKBM dan alat bongkar muat seharusnya 

berkerja sesuai dengan jadwal tetapi tidak beroperasi 

karena keterlambatan penerbitan PKKA sehingga 

mengganggu efesiensi operasional 

Peneliti   : Apa upaya yang dilakukan agar proses penerbitan PKKA 

     berjalan dengan lancar? 

Petugas cabang agen : Upaya yang dilakukan berkomunikasi dengan baik antara 

pihak general agent dan Otoritas pelabuhan agar 

memeprcapt proses penyampaian dokumen apabila 

terdapat permintaan dokumen tambahan 

Peneliti  : Apa saran dan usulan dari bapak untuk 

     meningkatkan efisiensi dalam penerbitan PKKA? 

Petugas cabang agen : Untuk meningkatkan tranparansi proses di SIMLALA 

agar status permohonan lebih mudah dipantau, 

meningkatkan komunikasi dengan general agent untuk 

memastikan mengirim dokumen jauh sebelum kedatangan 

kapal 

Peneliti   : Baik, terimakasih bapak 

Petugas cabang agen : Iya sama-sama 

 



 

 
 

Lampiran 4 Proses Penerbitan PKKA  

 

 

 



 

     
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

  



 

     
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

 

  



 

     
 

Lampiran 5 Invoice  

 



 

 
 

Lampiran 6 Appointmen Agency 

 

  



 

     
 

Lampiran 7 Surat Permohonan Keagenan Kapal Asing 

 

 

  



 

     
 

Lampiran 8 Ekspor Terdaftar Batubara 

  



 

     
 

Lampiran 9 IMO Crew List  

 

 

  



 

     
 

Lampiran 10 Certificate Of Registry 

 

 



 

     
 

Lampiran 11 Pre Stowage Plan           

 



 

 
 

Lampiran 12 Ship Particular 

 

  



 

     
 

Lampiran  13 Shipping Intruction 

 

  



 

     
 

Lampiran 14 International Ship Security Certificate (ISSC) 

 

 



 

     
 

Lampiran 15  Persetujuan Bongkar Muat Barang Berbahaya 

 

  

  



 

     
 

Lampiran 16 Surat Izin Usaha Perusahaan Keageanan Kapal (SIUPKK) 

 

  



 

     
 

Lampiran 17 Certificate Security Officer (CSO) 

 

  



 

     
 

Lampiran 18 International Tonnage Certificate (ITC) 

 



 

     
 

Lampiran 19 Certificate Classifikasi 

 



 

     
 

Lampiran 20 Security Ship Officer (SSO) 

 



 

     
 

Lampiran 21 Dokumen PKKA 

 

  



 

     
 

Lampiran 22 Dokumentasi 
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